
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

NOMOR:7 TAHUN 2010 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN LE BAK 

NOMOR Z TAHUN 2010 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM 

, 

DENGAN RAHMAT TUHAN' YANG MAHA ESA 

BUPATILEBAK, 

Menimbang . a Bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan urum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan 

b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah; ' 

c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, 
akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi 
daerah; 

Mengingat 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomnor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 



. 

I 
f 

I 
I 

- '  •  I  

I  

I  
i  
I  
!  

2.  Udang-Undang  Nomor  8  Tatun 1981 tentang Hukurm Acna 
Pidana (Lemtbaran Negara Republkx Indonesia Tahun 1981 Moor' 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 

3209) ;  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perurahan dan 
Penukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 1992 
tlomor 23, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisre (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomar 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indon e si  
Nomor  3851); 

5. Udang-Undang Nomar 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nmor 4010): 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Noor 134, 
Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

7. Undang-Unoang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tanun 2004 Nomnor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

E. Undang-Undanz iomor 32 Tahun 7004 ten.tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun.2004 Nomo¥ 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagarmana telah diubah terakhir dengan Undang-Undatg 
Nomor 12 arun 2008 tLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 206 tomor 59 Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Norr z 4844) 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tatun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan anlzra Pemerintah Pusat dan Pemenintahan Daerah 
(Lembaran Negara epublik ludouesua Tatu 2004 Nomor 126. 
Tambahsn Le:zaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4438), 

10. Undang-Unsnz Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Len.baran 
Negara Rep:· Indonesia Tatun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Netz Rep:ttk Indonesia Nom0r 4444) 
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11. Undarig-Undang Nomor 23 Tatun 2006 tentang Administresi 
Kependudutan (erbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tarbahan Lembaran Negara Repubfk Indonesia 
Nomor 4674); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tatun 2007 tentang Penataan Rang 
(Lembaran Negara RRepublk Indonesia Tahun 2007 Nrnor 68, 
Tambahen Lembaran Negara Repubfk Indonesia Noror 4725); 

13. Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pergelolaan 
Sampah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintns dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembsran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

. 

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatun 20O9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOmr 144, 
Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tatun 1963 tentang Tarit Biaya 
Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomnor 15 
Tahun 1986 (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 22, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 
Tarit Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3329) 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-undang Hukum ACara Pidana (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 1ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemenintah Noma 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tanun 2010 Non»or 90. Tanbahen 
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L bran Negara Republk Indonesia Morar 5145); 
20. fertran  Pe  eintah Nooner 2 Tahu 196 tentang MMajlb dan 

Penbebasan uintukr Diers dan atau Dilena Ulang serta Swart­ 
yarat bagi tTP (Lemrbaran Negara Republk indone ia Tahun 
1985 Naror 4, Tarbahan Lerbecan Negara Repubtk indonesis 
Nomar 3263$; 

21. Peaturan Pererintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Anglatan 
Jatan (Lerbarn Negara Republk lndon sia Tahun 1993 Nono 

59, Tambahen tembaren Negara Republik Indonesia Noror 

3s2: 

22. Peraturan Pererintah Noor 43 Tahun 1993 ientang Prasarana 
dan Latu Lintas Malan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Morar 63, Tambahen Lemberan Negara eput2k 
Indonesia Noror 3529); 

23 . Peraeran  Pererintah  Noor  44  Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatun 
1993 4Morar 84, Tambahan Lembaran Negara Republkk indonesia 
Morr 3530; 

24. Peraturan Pemerintah Nomnor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 
2005 Noor 140 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomnor 4576): 

25. Peraturan Pemerimtah Nomor 79 Tahu.n 2005 tentang Pedomnan 
Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan Pererindahan 
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2005 Nomor 
165, Tariahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 
4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagisn 
Urusan Permerirtahan antars Pemenintah, Pereritahan Daerah 
Propins.s. dan Ferenintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lerbaan 
Negara Repubhk inoonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Reputik Indonesia Nomnor 473/) 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Lebak Nomor 6 
Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipif 
yang Metalukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan 
Daerah yang lerruat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Noor 3 Seni E}, 

28. Peatun an Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara an Tekix 'Penusunan Produk Hukum Daerah 
(Lerrbaran Daeran {Kabur aten Lebas Tatun 2006 Nomr 1 3 ,  
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29. Peraturan Deemah Kabpaten Lebak Norr 15 TAhun 2006 ientang 
Pengelolaan Keuangan Oeerah (Luemnbaran Daerph Kabupaten 
Lebak Tatun 2006 Nomor 15); 

30. Peatturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tatun 200' tentang 
Penetpan Crusan Pererintahan yang menjadi Kewenangen 
Pemnerintah Kabupaten Lebak (Lemberan Daerah Kabupeter 
Lebak Tahun 2007 Nomnor 8); 

31. Peraturan Daeah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 (entang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Lebak (Lerberan Daereh Kabupaten Lebak Tshun 2007 No0or 
10); 

32. Peraturan Daerah Kabupeten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tertang 
embentukan, Crganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangurn Daemah Ksbupaten Lebak (Lembaran Da~ah 
Kabupsen Lebak Tahun 2007 Nomor 12); 

33. Peraturan Daerah Kabupater Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tetang 
Pembentuloan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polsi Pamong 
Praja Kabup te n  Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2007 Nomnor 14); 

34. Peraturan Deerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Urum 

Daerah dr. Adjidammo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 
2008 Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tenta0g 
Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Lebak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 NGmnor 17); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah dr. Adjidammo Katupaten Lebak (tembaran 
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomnor 7), 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Norm0r 3). 
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Degan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAH KABUPATEN LEBAK 
dan 

BUPATT LEBAK 

MENUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UNUM. 

BAB I 

KETEN'TUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan. 

1 Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

2. Pemerintah Deerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara permerintahan daerah 

j 
3 

4 

Bupati adalah Bupati Lebak 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanijutnya disingkat SKD adalah 
perangkat daerah yang bertanggungiawab dan berwenanq dalam melaksana.an 
pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. . 

6 Pejatat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

7 Badan adalah sekumpulan orang daolalau modal yang merupat an kesatuan, bark 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroen terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Dadan usaha mihk 
oegara (8UMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, frma. kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi 
profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 

8 Retribusi Daerah, yang seianjutnya disebut Retribusi. adalah pungutan Daerah 
sebagat pembayaran atas jasa atau pemnberian iin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau iberka oleh emerintah Daerat untuk kepentingan orang 
poibadi etau Badan 
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9 Jasa adalah kegiatan Pemerin[ah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasiitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikinati 
oleh orang pribadi stau Baan. 

Josa Umum adalah jasa yang disedakan atau dibenkan oleh Pererintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanlaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan 
dan atau badanlembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya penir.gkatan 
kesehatan, penoegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, 
dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan 
Pemerintah Daerah. 

12. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
upaya pelayanan kesehatan. 

13. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik 
Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada 
mas yarakat. 

14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana 
pelayanan kesehatan rujukan miik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan 
medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan profesionai serta dilaksanakan secara timbal 
balik dan berkesinambungan. 

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat 
yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas milik Pemerintah Kabupaten Lebak yang merupakan Pusat Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping 
memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyaraat di 
wilayah kerjanya. 

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Mas yarakat 
Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS TTP adalah 
Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya membenkan 
pelayanan kesehatan rawat jalan, 

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat 
Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS DTP adalah, 
Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap 
dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien 

18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara 
sederhana antuk menunjang pelay@nan kesehatan yang dlaksanakan oleh 

Puskesmas 
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19. "uskesrtas Kelling yang selanijutrya disebut Pusing adalah unit pelayanan oleh 

Pukesras dengan menggunakan kendacaan roda 4 (enpat) untuk .memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat di iotasi yang jauh dari sarana 

pelay anan kesehatan yang ada atau jauh daa fusls mas dan Pukesmas 

Pembanlu 

20. Manteri Kelling yang selanijutnya dis-ebut Manling adalah tenaga keperawatan 
profesional yang melalaukan pelayanan per a watae  dengan  menggunak.an sarana 
trans portasi roda dua dalamn upaya pendekatan aloses pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat mnerupeak.an peduasan pel ranan esehatan Puskesrnas 

2f. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit jaring.an 
pelayanan Puskesmas di Des.a yang merberan pelayanan pereriksaan ibu 
hari, tindak.an persalinan dan nifas, pelaynan kesehatan balita dan gii, 
imunisasi den petayanan Keluarga Berencana (KB). 

22. Pos Kesehatan Desa yang selanijutnya disebut Poeskesdes adalah unit jaringan 
pelayan Puskesras di Dea yang memberksn pelaysnan kesehvtan ihe dan 
anak dan pelaryanan pengobo t  n  sederhan.a.  

23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesetatan Daerah yang selanjutnya 
disebut UPTD LabKesDa adalah unit pelayanan tex.is laboratorium kesehatan 
pada Dinars Kesehatan Kabupaten Lebak varg mnerupakan laboratorium 
kesehatan daerah yang melaksanaka penelinan dan penguijan mutu ait, 
makcanan, inurnan, penjemah mat.anan, tanah dan ernbah darn/alau melakuk.an 
pemeniks.aan sediaan darah, air seni. dahak. air. tin;a. sampel makanan guna 
a.rbantu menegakkan diagnosa yang melpuf permenksaan bakteriologi, kinia, 
dan fies.ilk. 

24. Tarif Pelayanan Kesehatan adatat nsiko biaya penye eaggaraan kegiatan lay anan 
med dan atau laryanan keperawatan dan atau esanan penunjang medik dan 
atau laryanan penunjang keperawatan dan atau. a+arras umum lainnya yang 
dwbebark an kepada konsurnen pengan.a gaseayar aengan mempertitngkan 
komponen bahanValat. ~asa sarana dan jasa iajar.e­ 

25. Sampah adalah sisa keg+atan sehan-ha manure dan atau proses alam yang 
berbentui padat. 

26. Sampah spesfk adalah sarpah yang karena sfat, konsentrasi, an atau 
volumenrya merertuk an pengelolaan khusus 

7. Kartu Tanda Pendodui yang selanputnya dsingiar «IP, adalah ident«tas resmi 
pendaduk sebagai bukti diti yang diterbtkan oeh C:as. yang bedaku di seluruh 
wayah Negara Kesetusn Republk Indonesia 



28 Kr Kur vga yang selnjtya disinglut KK, adatah kartu identi letuarga 
g data tietang nama, susunan. hubungan dan identits arggota 

let sga 

29 AMa Catataa Sipill alath Catatan Oentit hasi pencatatan tentang peristi ra 
iKetti pert nan dan Perceraian bagi yang bukn beragamna lisle. 

Pe ug h  m  ask.  Pengesatan  Aoak.  engangkatan  'Anakt. Keraticn, 
peruke ran der perhalaa status lewarganegaraan 

3 Partis adolah le daan fidat bergerak suatu kendaraan yang tidal bersifat 

3i Bert f ahalah la ada Kerdaraan 6idakc bergerak untuk serentara dan tidak 
diinan pe ng udi ya  

3  Ferge  di  alath  orang  yang  mengemud@an  Kendaraan  Bermotor  di  Aaan  yang  
ehat .  ii  Surat bin lengemodi. 

3 Temp.at Fakir di Tei atan (mun adalah tempat pemnberhentian kendaraan di 
lolas. trtentu di iepi jla uurn di swilayah Daerah. 

34 Mala adaah seureh beagian jalien, terrasuk bangunan pelenglap dan 
pedergkapanrya ymg dperuntukkan bagi Lau Lintas Unum, yang bereda paia 
per#aear tah, di ates perr.aukaan tanah, di bawah pruloan tanet darVataet 
arsertadates pen uaan air, kecuafi jalan rel dan jalan kaki. 

f Sepeda lMtor adalath Keraraan Bermotor beroda dua danpan atau tanpa rurah­ 
rurrah dac diengan ata tanpa kereta samping tau Kendaraan Berotor beroda 
tga terg rurah urneah 

Pasac aiaah tempat perternuan peniual dan pembeli yang bersitat ururn dan 
terarr serta dheri baas tertentu yang tecci atas halaman/pelatar bangunan 
becbertuix ios dan ata hios serta bentuk lainnya yang dielola olet Pemerintah 
Daerah da kt.srs dies diakan untuk pecdagang. 

7 Lngcngar Psar actacan tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar 
yang heratius 1.00D (serbu) meter dan pasar. 

3 Kis atalat: bangunan tetag di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan 
sat dengae lanorya dengan dining dan lantai terpisah dan tanpa langit-langit 
yang doerguralcan utuk tempat berdagang. 

39 Las adata tangon tela di data lingk.ungan pasar berbentuk bangunan 
merariang tare dengkapi dengan dinting dan langit-langit yang digunak.an 
untuk terngat berdiagemg. 

4 La,ale aetalah bang.man tetap hr dalam pasar beroentuk bangunan yang berukuran 
ect menarniju. tawailengkapi dengan diding dan iangit-Aangit yang 
digar aican uertuk ten,sat berdagyang 

70 



I 
i 

I 
I 

I 

- i  

J  
I  

41. Er.prakan etau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar 
dagangannrya di areal sekitar ingkungan pasar. 

2 Pelataa Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah temnpat atau ruang 
yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan 
maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan 
lain-lain). 

43 edagang Kelling adalah penjual di dalam pasar dengan tidak menempatkan 
borang dagangannya secara mnenetap. 

44. Pelayanan Pasar adalah fasllitas pasar tradisional/sederhana yang berupa 
pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan 
untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badsn Uaaha Milk Dee:ah dan pihak swasta. 

45 Pengujan Kendaraan Berotor adalah serangkaian kegiatan pengujjan dan atau 
pemeriksaan bagian-bagian kendaraan benotor, kereta gandengan, kereta 
tempelen, dan kendaraan khusus dalam rangka pemnenuhan terhadap persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

46. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan di sernua jenis jelan darat, dan digerakkan oieh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan leinnya yang bertungsi untuk 
mengubah 'suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
berotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
bergerak. 

47. Kendaraan tidak bermotor adala kenderaan yang digerakkan oleh tenaga orang 
at.au hewa 

48. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermnotor yang dipergunakan untuk 
mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka 
hit a0n 

49. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan 
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang 
penggunaannya untuk keperduan khusus atau mengangkut barang-barang khusus 

50. Mobil Bus adalah setiap kerdaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 
(delapan) tempat duduk tidak termacuk tempat duduk pengemodi, baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi 

51 Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda 
motor, mobil penumpang den mobit bus 
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52. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan berotor yang dilengkapi sebanyak­ 
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk lempat duduk pengemudi, 
baik dengan maupun tanpa perdengkapan pengangkutan bagasi 

53. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang bedungsi untuk menarik kereta 
tempelan atau kereta gandengan. 

54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dpergunakan untuk mengargkut 
barang yang selurh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk 
ditarik: oleh kendaraan bermotor. 

55. 'Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang 
yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan 
bermotor penanknya. 

56. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang bedaku wajib diujj untuk ditentukan kelaikan jaian, 

57, Lji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala 
terhadap setlap kendaraan wajib uji. 

58. Uji Ulang adalah pengujan yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang 
pada waktu pengujan tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan 
ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 
yang dapat merbahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pcmakai 
jalan lainnya. 

59. Buku Uj Berkata adalah tanda bukti lulus ujj berkala berbentuk buku yang berisi 
data dan legitimasi hasil pengujjan setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, 
Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus. 

60. Tanda Uj Berkela adalah tanda bukti tutus uji berkala berbentuk plat berisi data 
mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang 
dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan 

61. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasit uji berkala, 
yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat 
atau sticker pada bagian samnping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta 
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 

62. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk 
membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap 
merr.enuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 

63. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus 
dipen@uhi agar terjaminnya keselamnatan dan mencegah terjadinya pencemaran 
udara dan kebisiugan lingkungan pada waktu dioperasikan i jalan 
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64. Persyaratan Tekcnis adalah persyaratan tent.ang sunan, pecalatan polengkapan, 
ukurn, bentuk. karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengar 
peruntuknnya, ermisi gas buang. penggunaan penggandengan dan penempelan 
kendaraan bermotor. 

65. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi datam bidang datar yang 
dipekecit dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan 

66. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dan pemotretan atau 
pencitraan sate!it. 

67. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih Lanjul 
dari peta hasll pemotretan atau pencitraan satelit den olah lapangan. 

68. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang 
berkaitan dengan detail topograffi tertentu ;ang pembuatannya dapat berdasarkan 
peta dasar. 

69. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan rang 
tertentu. 

70. Mobil air kototfinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau tebih yang 
dilngkapi alat-alat penyedot air kotorinja. 

71. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu 
rangkaian instalasi yang dipergunakar sebagai alat pengolah air kotor/tinja. 

72. ANat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk meradamkan 
kebakaran. 

73. Alat Pelengkapan Pemadamn adalah slat atau bahan yang digunakan untuk 

melengkapi alat-alat peradam kebakaran, seperti air busa (foam), kimia kering 
(dry powder), ember, karung goni, sekop dan lain-lain 

74. Hydrant adalah alat yang dileogkapi dengan selang gulung dan mulut pancar 
untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi kepertuan pemadam 
kebakaran. 

75. Spinkler adalah alat pemancar air uatuk pemadamn kebakaran yang mempunyai 
tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat 
memancar ke semnua arah secara merata. 

76. Alat Ukur adalat alat yang diperuntukan alau dipakai bagr pengukuren koaiitas 
dan atau kuantitas 

77 Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas 
atau kuanfitas. 
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76. Alat Tmnbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran mass.a 
atau penimbang 

79. Alat Pedengkapan adalah alat yang diperunlukan alau dipakai sebagai 
periengkspan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang 
menentuk.an hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 

80. Tea adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda 
tera beta! yang ber!akze atau memberikan keterangan tertulas yang tertanda tera 
sh etau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasit 
pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapznnya 
yang betum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berdaku. 

81. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah 
alau +era batal yang benaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis 
yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera 
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang 
dan pertengkapannya yang telah ditera. 

82. Pengujjan adalah keseluruhan tindakan sesudah UUTP lulus dalam pemeriksaan 
berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh 
pegawi yeng berhak menera atau menera ulang gar dapat diketahui apakah 
sifat-sifat ukur UUTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas 
kesalahan yang di~jinkan. 

83. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai 
penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar 
ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan 
ukuran. 

84. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah 
barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk 
mempergunakannya harus msrusax pembungkusuya dan atau seget 
pembungkusnya. 

85 Pengujian BDKT adalah pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan 
jumlah barang dalam hitungan. 

86. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya. 

87 Unjuk Kerja adaiah kemampuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 
untuk menunjukkan hasi! yang sebenarnya. 

j 
88 Unit Pelaksan.a Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik 

Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera 
ulang. 

89. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum 
yang didirikan di atas tanah, atau bongunan yang merupakan satu kesatua 
konstruksi dengan bangunan gedung yang ipergunakan untu kepentingan 
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umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 
simput atau berupa bentuk tunggal tanpa s:pul, dirnana lungsi, dcsain dan 
konsttuksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat 
telekorunikasi. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran relribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu 

91. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk mnelakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 

92. Masa Retribusi adalah sualu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untak memacfaatkan jasa dan perizinan tertentd dari 

Pemerintah Oaerah yang bersangkutan. 

93. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pcmbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang mencntukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

95 Surat Ketetapan etrbusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentuan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

96. Surat Tagihan RRetribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk mnelakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda 

g7 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalarm 
rangka melaksanakan ketentuan peraturar perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah. 

/ 

J 
I 

98 Penyidikan tindak pidana di bidanag perpajakan daerah dan rotribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang perpajakan' daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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RETRIBUSI JASA UMUM 

Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi Jasa Umum 

Pasal 2 

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persarpahan/Kebersihan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Katu Tanda Penduduk dan Akta 

Cetatan Sipi; 
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
e. Retribusi Pelayanan Pasar, 
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 
g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
h. Retribusi Penyediaan darVatau Penyedotan Kakus; 
i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
j. Reiribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan 
k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraluran Daerah ini 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersenditi yang berpedomvan, pada peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 3 

Setiap jenis Retrbust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagal 
Retribusi Jasa umum. 

Bagian Kedua 

Retribusi Pela yanan Kesehatan 

Paragraf f 

Nama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 4 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran 
atas jasa pelcyanan kesehatan yang disedickan di sarana pelayenan 'kesehatan 
Pemerintah Daeral 
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Pasal 5 

(1 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, 
puskesmas pembantu, puskesmas keliling. balai pengobatan, Rumah Sakit Umum 
Daerah, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos ksehatan desa, dan 

laboratorium kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerat 

kecuali pelayanan pendaftaran 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelzy@nan Keschatan adalah pelayanan 
keselatan yang dilakukan oleh Pererintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasai 6 

Subjek Retribusi Pelayanan Kesetatan adalah orang yang menggunakan/menikmati 
pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemenintah Daerah 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 7 

Tingkat penggunaan jasa pada Retrtasi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis 
pelayanan kesehatan yang drberika 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 

dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 
ditetapkan dengan mempete:«an biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan 
kemampuen masys±a; : ± .  kead!an, dan efektivtas pengendalian alas 
pelayanan tersebut 

(2) Biaya sebagaimana dimaks.z pada ayat (4) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, de biaya modal 

(3) Dalam ha! penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaen jasa, 
penetapan tarif hanya untuk renutup sebagian biaya. 
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Pargraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasat 9 

(1) Sluktur onr besarnya tarif Retribusi Pelayaran Kesehatan di puskesmas, 
puskesnas keliling. puskesmas pembanlu, balai pengobatan, manteri keliling, 
pondok bersalin desa, poskesehatan desa, dan laboratorium kesehatan. adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dant morupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Struktur dan besamnya tarif Retribusi Pelayanan Kcsehatan di Rumah Sakit Umum 
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll sampai dengan 
Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
tu 

Bagian Ketiga 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Paragraf f 

Nama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasat 10 

Dengan nama Fetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipangut retribusi sebagar 
pembayaran alas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 

Pemenntan Daarah. 

I 1) 

Pasal 1f 

Cbjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh 
meliputi: 

adalah pelayanan 
Pemerintah Daerah, 

[ 
(2) 

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan 
sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau okasi pembuangan 
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir samnpah; dan 

c. penyediaan tokasi pembuangan/permusnahan akhir sampan. 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayana kebersihan ja'an umum. taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat 
ururn lainnya. 
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Pasal 12 

Subjek Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan adalah orsng pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persamnpahankebersitan dari Pemerintah 
Daerah. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal 13 

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan diukur 
berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat penghasi sampat1 dan waktu pengangkutan. 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besamya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal 14 

l 
I 

() 

(2) 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan ta:if Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan 
persampahankebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
elektivitas pengendalian alas pelayanan tersebul 

iaya sebagaimana dimnaksud pads ayat 41) mneliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya moca! 

(3) Dalaun hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal 15 

Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan 
sebagai berikut. 

No. Tempat Penahasil Samoah Tarif (Ro.) 

1. Industri 150.000,00/oulan 
2 Ruko 75.000,00/0ulan 
3. Toko 50.000,00ulan 
4. Los 20 000,00/ulan - 



- . a  

5. Kos 25.000.,00/ulan 
6. Warung 10.000,00/tulan 
7. Kakilima 1.000,00/har 
8. Dealer 50.000,00/ulan 
9. Showroom 50.000,00/ulan 

[]! [99!eh ] - 50 . 0o, ootula n  
11. Hotel 100.000,00/bulan 
12 Pengunapan 50.000,00/Dulan 
13. Restoran 50.000,00bulan 
14. Cafe 50.000,00/ulan 
1. Rumah dan pemukiman 5.000,00/bulan 
16. Stasiun kerela api 200.000,OObutan 
17 Terminal antar kota 100.000,00/bulan 
18. Terminal dalam kota 50.000,00/bulan 
19. Gudang 50.000.,00bulan 
20. Perbengkelan 50.000,00/tulan 
21. Fot copy/percetakan 20.000,00/Dulan 
22. Perkantoran 50.000,00/butan 
23. Rumahsakit 200.000,00/bulan 
24. Klinik 50.000.00/bulan 
25. Koperast ' -  25.000.OObulan 

Bagian Keempat 

Retribusi Penggantian Biaya Ceta 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

Paragraf 1 

Nama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

Pasal 16 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu 
keluarga, dan akta catatan sipil, 

Pasal 17 

Objek Retribusi Fenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
adalah pelay3nan; 
a. kartu tanda penduduk; 
b. kartu keluarga; dan 
c ~kta cetaten sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan 

dan pengakuan enak, akta ganti ama bagi warga negara asirg, dan akta ematian 
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Pasal 18 

Subjek Retritusi Penggantian Biaye Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipi 
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak 
kartu tanda penduduk dan akla catatan sipil dani Pemerintah Daerat 

Paragraf 2 

Car Mengukur Ting{at Penggunaan Jasa 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipit 

Pasal 19 

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Penggartian Biaya Celak Kartu 
Tanda Penduduk dan Ata Catalan Sipl diukur bovdasack.an jenrs pelayanan yang 
dicetak 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

Pasal 20 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan taif Retribusi Penggantian Biaya Cetack Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Spit ditetapkan dengan memperhitungkan biaya 
penoetakan dan pengadministrasian. 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

Pasal 21 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut: 

No. Jenis pelavanan vanq dicetak Tanif (Ro.) 

1. Kartu Tanda Penduduk 
• WNI 5.000,00 

• WNA 10.000,00 

2. Kartu Keluaroa 
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• WNL 10.000,00 
• WNA 20.000,00 

3 Akta-akta Cataten Sipil: 
• Aita Petkawinan WNL 100.000,00 
• Alta Perkawinan WNA 200.000,00 
• Akta Perceraian WNI 200.000,00 

• Akta Pereraian WNA 300.000,00 

• Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak WNL 25.000,00 

• Akta Pengesatan dan Pengakuan Anak WNA 50.000,00 

• AMeta Ganti Nama bagi WNA 
100.000,00 

• Akta Kenatian WNl 25.000,00 
50.000.00 

• Akta Keratian WNA 

. - 

• 1at p%nerbian KTF, KK, dan akta catatan sipil 
berikutnya sama dengan tarif penerbita KIP, KK dan f 
ala_catatan_sipi! yang pertama, - .  

Bagian Kelima 

Retribusi Pelayanan Parkir di Topi Jalan Unum 

Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tcpi Jalan Umum 

Pasal 22 

Dengan nama etr:bus: Pelayanan Parki di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi setagas 
pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum 

Pasal 23 

Objek Retribus Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanar 
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daecah sesuai dengar 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

Suhjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang prbadi yang 
mengunakar/menikmati pelayanan parkit di tepi jalan umur 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribasi Pelayanau Parkir di Tepi Jalan (mum 



Peal 25 

Tigkat panggunaan jasa pada Retribusi Peleyanan Parkit di Tepi Jalan Umum diukur 
berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir. 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besamnya T~rif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Paual 26 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penietapan tacit Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan mum ditetapkan dengan memnperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan. dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut 

(2) Biaya sebagaimana dimaksd pada ayat (1) meliputi beya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga. dan biaya modal 

(3) Dalam hal penelapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarit 
etribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Pasal 27 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan arkir di Tepi Jalan Umum 
ditetapkan dengan mnemrembangkan kemacetan lalu hintas dan biaya 
penyelenggaraan parkir 

(2) Tingkat Kemacetan sebagarana dimnaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
volume lalu lintas dan kapasites tempat park 

(3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut: 

a 

b. 

c 

d. 

e. 

Truck gandengan, Trailer dan sejenisnya 
Bus, truck, dan sejenisnya 
Sedan, Pick Up, Mini Bus. dan sejenisnya. 
Sepeda Motor: 
Tarif Langganan (Abodemen) per bulan 

Uatuk kendaraar rcda empat 

Rp. 5.000,00/1 kali parkir; 
Rp. 3.000,00/1 kali parkir; 
Rp. 2.000.90/1 kali parkir; 
Rp. 1.000.90/1 kali parkir; 

p. 50.000.00 
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Untuk sepeda motor 

Bagian Keenam 

Retribusi Pelayanan Pasar 

Rp. 10.000,00 

Paragr~f t 

Nama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Pasal 28 

Dengan name Retribusi Pelayanan Pasat dipungut retribusi sebagar pembayaran alas 
jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 29 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasiltas pasar tradisionall 
cederhana, benupa pelataran, los. dan kios yang «dikolola Perreven Daeran dan 
khusus disediakan untuk pedagang 

(2) Dikecualikan dani objek Retribas: Sebagar»wt dna? sud pz1 a,at t1) adai' 
pelayanan fasifitas pasar yang dukelola oleh BuMN, Lu6MD da peak swasta 

Pasal 30 

Subjek Retriburi Pelayanan Pasar adatah orang pntad ztaus pad2n ;2g menggunakae 
atau menikmati pelayanan pasar dani Pemerintah Daerah 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Pasal31 

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasor diukur bercasarkan luas dan 
jenis bangunan serta jenis pengguna layanan. 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 



Pasa! 32 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Retribsi Pelayanan Pasar ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangutan, keramnpuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian alas pelayanan 
tersebut. 

(2) Biaya sebagaimenc dimaksud pada ayat (1) melipuli biaya operasi dan 

pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya keamanan dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarit sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarift hanya untuk menutup sebagian biaya. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan asar 

Pasal 33 

Struktor dan besarnya taif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut : 

TARIF/HARL 

+p. 30.000,00 
R .  10.000.00 

]tis 
]  BANGUNAN 
] «Mg) 

1 d 5  RRp 2500,00 
' > 5 s d  10 Rp 3500.00 
] > 1 0 s d 2 0  Rp. 5.000.00 
j d1 at�!_f2 ... 1·-�-!9:000 00 

1
1  s  d. 2 Rp. 2.000.00 
> 2 $ d 5  Ro. 3.000.00 -1·-�_i_�!�8-L- R . 5.000,00 I 
1sd.5_  Rp 2000.00 

l at a s  5  RRp 3.000.,00 

--··---··+--'R"'p'-. = 
Rp. 1.000,00 
Rp. 5.000,00 
Rp. 2.000,00 

]fp.50o0 ] 

LOKASI/PEMANF AATAN 

- FAS[LTAS­ 

Pelataran pasar oten 
pedagang kaki limna 

1 ----- -··--·-- ··-·- - - •• 

Los I! 

p 
KELAS 

3erobak ja,a0&n dan s&penisnya 

:Peagang keing 
} IV Petataran untuk titipan iendaraan 

I 
• sepeda motor 
- truck, bus dan sejenisnya 
-sedan, minibus, pick up, dan sejenisnya 

]gerobak, becak. dan seienisnya _ 
V Tanif abodemen untuk. . 

L 
• penttipan kendaraan 1oda 4 per bulan 

L. nitipankendaraan roda2 er bulan 
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Bagian etjuh 

Retribsl Penguflan Kendraan Bermotor 

Paragraf 1 

Rung Lingkup 

Pasal 34 

(1) Setiag pemifik kendaraan bermotor wajib ujj, wajib melakukan pengujian 
kendaraan bermnotor. 

(2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bus, 
kerdarasn umumn, mobil barang, tractor head, kendaraan ktusus, kereta 
gandengan dan kereta tempelan. . 

(3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagairrana dimnaksud poda ayat (1) meliputi: 
a. uji berkala ; dan 
b. ujj ulang. 

(4} Selain kendaraan berotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib 
U;i dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau 
tungsinya 

(5) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Pasal 35 

(1) Pengujua berkala yang perdama kali diakukan terhadap. 

a. bagian bawah kendaraan; 
• kincup roda depan kendaraan; 
c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan, 
d. berat sumbu kendaraan; 
e kemampuan gaya pengereman roda kendaraan, 

f penyimpangan alat penunju kecepatan kendaraan (speedometer; 

g spesifikasi teknis kaca. 

(2) Pengujian berkala berikutnya dan pengujian ulang dilakukan terhadap. 

a. bagian bawah kendaraan; 

b. kincup roda depan kendarean ; 

c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan ; 
d. berat sumbu kendaraan; 
e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan; 
f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer); 
g kadar emisi gas buang mesin ; 
h spesifikasi teknis kaca 
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Pasal 36 

' 
Pengujan sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdassrkan standar teknis 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bedaku. 

Pasat 37 

(1) Pengijian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak 
tetap. 

(2) Peralatan pengujan kendaraan berrnotor dapat berupa peralatan pengujjan statis 
dan peralatan pengujan keliling. 

Pasal38 

Pengujian kondaraan ber.rotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifik.asi 
teknis penguji. 

Pasal39 

(1) Setiap kendaraan wajib uj yang dioperasikan di ja!an wajib melaksanaken ujj 
bertsla. 

(2) Pendttaran dan permohonen pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan 
derngan melampirkan persyaratan lengkap yang terdint dari 

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNKy 
b. Tenda jati diri perilik (Kartu Tanda Penduduky 
c. Bukti pelunasan retribusi ujj' 
d. tMemifiki sertifik.at uji mutu, 
¢. Surat ljin Pengusaha Angkutan ( SIPA y 

t. Surat U Trayei 
9 Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji htkala 

Pasal 40 

(1) Setiap kendaraan wajb ujt yang dinyatakan lals uji, (berikan tanda lulus uji 

(2) Tanda bukti lulus uji adalah berupa Buku Uj, Tanda U dan Tanda Samping. 

Pasal 41 

ukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dumnaksud dalam Pasal 40 dinyatakan 
idzk belaku lagi atau dicabut apabila 

a. Sudah habis masa berlakunya dan tdak melaksanakan pengujian kembali; 
b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan 

tanda uji sehingga tidak sesuai den@an ketentan yang berlaku 
c. Kendaraas bemotor menjadi tiak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi 

baik disebabkan karena dilaku«an perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-ha! 
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yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat 
teknis yang ditentukan. 

Pasal 42 

Masa u berkala kendaraan wajib ujj berdaku selama 6 (enam) bulan 

Pasal 43 

(1) Apabila kendaraan wajib uj dinyatakan tidak lulus uj, petugas penguj wajib 

memberitahukan secara tertulis perbakan yang harus dilakukan dan waktu serta 

tempat untuk dilakuk.an pengujian ulang 
(2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyelujui keputusan penguj 

sebagaimana dimaksud pada eyat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan 
secara tertu#is kepada pimpinan petugas penguji yang bersangutan. 

(3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waklu paling lama 2 (dua) hari harus 
sudah memberik.an keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana 
dimnaksud pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang 
bersangkutan. 

(4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang dan tidak 
dikenakan biaya. 

(5) Apab+la permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang 
sebagainana dimaksud pada ayat (4 terryala tetap dinyalaksr tidak lulus uji, 
maka pemilik atau pemegang adax dapat mengajukan lagr permohonan keberatan 
dan untuk pengujian benikutnya dipelakukan sebagai pemohon batu 

Paragraf 2 

Nama, Objek, dan Subjck 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bcrmotor 

Pasal 44 

Dengan naa Retribusi Penguan Kendaraan [emotur dupungut retnbust sebagar 
pembayaran atas jasa penyedaan pelayanan penguan kenda:aan bemotor yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 45 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengjan kendaraan 
bermotor, termasuk kendaraan bermotor di zir, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
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Pasa! 46 

Subjek Retribuisi Pengujjan Kendaraan Bermotor adalah orang prbadi atau badan yang 
mengguraka/menikmati pelayanan pengujlan kendaraan bermotor dart Pererintah 
Daerah. 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 47 

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur 
berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan. 

Paragraf 4 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 48 

(1) Prinsip dan sasaran alam penetapan tarit Retribusi Pergujian Kendaraan 
Bennotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian 
kendaraan Dermotor, kemarpuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut 

(2) Biaya sebagaimana dimna«sud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemelinaraan, biaya bunga. can biaya modal 

(3 Da!am hal penetapan tanf sepenuhnya menperhatikan biaya penyediaan jasa, 
peeiapan tarii hanya ntur renutap s2bagan Daya 

Paragraf 5 

Strutur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermnotor 

Pasal 49 

Struktur dan besarnya tarif Retribus engujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai 
berikut; 

a Pen gujian Berkala yang pee.a kali melipuli 
Mobil Barang, Mobil Bus. Tractor iead, terdiri dart 

Biaya pendaftaran 
Tanda uji (sepasang 
Buku uji 
Pengecatan land samping dan ncmor ujf 

Rp 
Rp. 
Ro. 
p. 

14.000,00 

10.000.00 

7.500,00 

10.000,00 

89 



2 tobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, 
terdiri dari: Rp. 5.500,00 

Biaya pendaftaran Rp. 10.000,00 

Tania uji (sepasang) Rp. 7.500,00 

Buku uj Rp. 10.000,00 

Pengacatan tanda ujj samping dan nomor ujj 

b. Pengujan Berkala yang meliputi: 
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, yang terdiri dari: 

Biaya pendaftaran Rp. 14.000,00 

Tenda uji (sepasang) Rp. 10.000,00 

Buku ujj Rp. 7.500,00 
Pengecatan tanda ujj samping dan nomor uj Rp. 10.000,00 

Uj asap Rp. 5.000,00 

2 Mobil Penumpang, Kerota Gandengan, Kereta Tempelan 
yang terdiri dari: 

Biaya pendaftaran Rp. 5.500,00 

Tanda uj (sepasang) Rp. 10.000,00 

Buku uj p. 7.500,00 

Pengecatan tanda uji samping dan noror uj Rp. 10.000.00 

tUji asap Rp. 5.000,00 

C. Penilaian Kondisi Teknis kendaraan 
1 Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head p. 51.000,00 

2. Mobil Penurpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp 36.000.00 

3. Sepeda Motor Rp. 21.000.00 

d. Penggantian Buku Uji yang Hilang Rp 25.000,00 

e Pengganfian tanda uj' yang rusak atau hitang Rp 20.000.00 

f Mutasi Kendaraan Berm0tor Rp. 50.000,00 

5 :mpang Uji Kendaraan Bermotor p 25 000 0¢ 
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Baglan Kedelapan 

Retribusi Penggantian Blye Cetak Peta 

Pamgraf f 

Nama, Objek dan Subjek 
Retribusl Penggantian Blaya Cetak Peta 

Pasal 50 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai 
pembayaran alas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 51 

Objek Retribusi Penggantan Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 52 

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakar/renikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Pasal 53 

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Perganttan Biaya Cetak Peta o u r  
berdasarka jenrs, Skala/ukura bentuk dan jum!ar eta 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Pasal 54 

Prinsip dan sasaran alam penetapan tarif Retibusi Peaggantian Biaya Cetak Peta 
ditetapkan dengan memperhatkan biaya pencetakan dan pengadministrasian 
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Paragraf4 

Struktur dan Besamya Tarif 
Retribusi Penggantian Blaya Cetak Peta 

Pasal 55 

Stktur dan besamya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetck Peta ditetapkan sebagai 
beriktt: 

8ENTIJK 

NO JENIS 0IGnTAL 
CETAK 

(8p.) 
A0 At A2 A3 AM 

(1X124M (1X0,6M) (0.5X0.5M (0.5x0.3Ml «n, 26K0.3M) 

1. Peta 500.000,00 150.000.00 120.000,00 90.000.,00 60.000,00 30.000,00 
foto 

2 Peta 400.000,00 150.000.00 120.000.00 90.000.00 60.000,00 30.000,00 
dasat 

3 Peta 300.000.00 150.000,00 120.000,00 90.000,00 60.000,00 30.000,00 
Temati 

4 Peta 300.000,00 150.000,00 120.000,00 90.000,00 60.000,00 30.000.,00 

teknis 

Bagian Kesembilan 

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Paragraf 1 

Nama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 56 

Dengan nama Retribusi Penyeraan daniaiau Penyedotan Kakus dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas j@sa pelayanan penyedaan danVatau penyedolan kakus yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 57 

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyodotan Kakus zdalat pelayanan 
penyediaan danlatau penyedotan kakus yang dakuk an oleh Pemerintah Daer ah 

.2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dinaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakurs yang disediakan, dimitiki 
dan/atau dikelo!a oleh BUMN, BUMD dan pihak swasla 
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Pasal 58 

Subjek Retribusi_ penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau 

baden yang menggunakan/rrienkkmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus 
dai Pemerintah Dserah. 

Paragraf 2 

Cara Mongukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusl Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 59 

Tingkat pengunaan jasa pada Retribusi Penyediaan darVatau Penyedotan Kakus diukur 
berdasakan volume air kotortinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke IPLT 
serta jauak tempuh ke lokasi penyedotan. 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besamnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 60 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retunbusi Penyediaan dar/atau 
Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemealiharaan, biaya bunga, dan biaya moat 

6o) Dalam nal penetapan tanif sepenuhnya memperhatkan baya penyeduaan jasn 
penelapan tanit hanya untuk menutup sebagian biaya 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penyediaan danlatau Penyodotan Kakus 

Pasat 61 

Struktur dan besamya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau lenyedotan Kakus ditetapkan 
sebagai beril ul 
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a. jasa pelayanan penyedotan air kotorinja dikenakan teril sebeser Rp. 
100.000,00/m' (eratus ribu rupiah per meter kubilk) ; 

b. jasa pelayainan pembuangan air kotortinja ke IPLT yang pen(edotanrya dilakukan 
oleh pihak swasta dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00/ m (du puluh lira ibu 

rupiah per meter lubl); 
c. jasa pelayanan penyedotan air kotor/inja yang berjarak lebih dari 10 km (sepuluh 

kilometer) dari Kota Rangkasbitung, dikenakan biaya tarnbaehan sbesar Rp. 
5.000,00/km (ima rtbu rupiah per kilometer). 

Bagian Kesepuduh 

Petribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Paragtaf 1 

Mama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadamn Kebakaran 

Pasal 62 

Dengan nara Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dar/atau pengujian alat pemadam 
kebakaren, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah 
Daerah tertadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 
penyelamatan jwa yang dimniliki dan/atau dipergunakan oleh mas yarakat. 

Pasal 63 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pernadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan 
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan ala! 
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhcdap alat-alat permnadamn kebakaran, alat 
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jwa yang dimiliki dan/atau 
dipergunakan oleh mas yarakat. 

Pasa! 64 

Subjek Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeniksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiva dac 
Pemerintah Daerah. 

Paragrat 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaar Jasa 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kobakaran 
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Pasal 65 

Tiagkat penggunaan jass pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadamn Kebakaran diukur 
berdasarkan gambar rencana dan konstruksi yang diteiti, luas lantai, pengujian akhir, 
pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pereriksaan parsyaraten pencegahan 
kebakaran, volume/frekuens dan waktu pemakaian alat kebakaran. 

Paragrmaf 3 

Prinslp dan Sasaran dlam Penetapan Struktur 

dan Besanya Tlf Retribui Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemerikscan Alat Pemadam 
Kebakaran ditetapk~n dengan memperhatikan biaya penyedaan jasa yang 
bersangtutan, kerampuan masyarakat, aspek keadian, dan efektivitas 
pergendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud oada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

PAsal 67 

( Struktur dan besamnya tarii Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam 

ditetapkan sebagai berikut 
a. pemeriksaan visual (bangunan) per meterahun adalat 

1. 1m26.d .2.000m2 Ro 
2 2001m2$ 5000m2 Rp 
3 6.001m2$d 10.000m2 Rp 
4. 10.001 m2s.d 20.000m2 Rp 
5. 20.001 m2$.d 40.000m2 Rp 

6. Lebih dari 40000m2 Ro. 

Kebakaran 

45 004m2 
35.00 4m02 

30.00/ m2 
20,00 /m2 
15,004m2 
10,00/m2 

b. perenksaan alat pemadam kebakaran jenis hydrant per titik/tahun adalat 
sebesar Rp. 10.000.0 (sepuluh ribu): 

c. pemeniksaan alat pemadam kebakaran jenis sprinkler per titikltahun adalat 
sebesar Rp. 2.500.00 dua tibu lima ratus rupiah), 

d pemeniksaan unit pemadam kebakaran jeis satuan alat kendaraar:/tahur 

adaiah sebesat Ry. 50 000,00 (lima puuh situ rupiah), 
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e. pemeriksaan alat pemadam 

bat/tatun adalah 
1. 1liters.d. 9 liter 
2. Lebih dari 9 liter 

kebakaran jenis satuan air bertekanan per 

Rp. 2.000,00/tabung 
Rp. 2.500,00/tabung 

2.000,00 / tabung 
2.500,00 / tabung 
3.000,00 / tabung 
7.000,00 / tabung 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

pemeriksaan ala! pemadam kebakran jenis racun api per tabung/tahun 
adalah; 

f. Jenis Dry Chemical: 
- 1kgs.d. 3,5kg 
-3,5kg$.d.6kg 
-6kg$.d. 15 kg 
- lebih dari 15kg 

t 

2. Jenis halon: 
- 1kgs.d.3kg 
-3kg$d.8kg 
- lebih dari 6kg 

3. Jenis Carbon Dioksida (CO2) 
- 1kgs.d.3kg 
-3kgs.d.6kg 
-  lebih dari 6 kg 

4. Jenis Foam/Busa 
-1kgs.d.  9liter 
- lebi dari9kg 

Rp. 2.000,00/tabung 
Rp. 2.500,00/tabung 
Rp. 5.000,00 /tabung 

Rp. 2.000,00/tabung 
Rp. 2.500,00 /tabung 
Ro. 5.000,00/tabung 

Rp. 2.000,00/tabung 
Rp 2500,00/tabung 

g pemeriksaan bangunan pertokoan dan swalayan/minimarket per tahut 
adalah 

1. Pentoxoan dengan las 2 x 2  m2 p. 15.000,00 
2. Pertokoan dengan luas tebih d ai 2 x 2  Rp. 25.000,00 

mz 

50.000,00 

(2) Khusus untuk pemetusaan alat pemadam kebakaran di wilayah yang berdekatan 
dengan pantai dilaksanakan setrap € (enan) Dulan sekali 

Bagian Kesebelas 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Uiang 

Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 



Pasal 68 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai 
pembayaran alas jasa pelayanan tera, tera ulang, pelayanan penguiian alat-alat ukur, 
takar, timbang, dan perdengkapannya dan pengujyan barang dalarm keadaan terbungkus 
yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paa! 69 

Objek Retribusi Pela yanan Tera/Tera Ulang adalah: 
a. pelayanan pengujion alat-alat ukur, takar, timbang, dan pendengkapannya ; dan 
b. pengujlan barang dalam keadaan terbungkus yang diwajbkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70 

Subjek Retribusi Pelayanan TerafTers Ulang adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/men pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengufian alat-alat ukur, 
takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus 
yang diwajbkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari 
Pemerintah Daerah. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pasal 7f 

ingkat penggunan jaea pada Renibusi Pelayanan TeraTera Ulang diukur berdasarkan 
jenis dan frekuensi pemberian jasa pclayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, 
karakteristik, jenis, kapasitas alat-alat ukur, takar, tirmnbang dan pedengkapanya atau 
BDKT, lamanva waktu dan peralatan yang digunakan 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pasal 72 

(1) Priusip dan sasaran dalam penetapan tarif Retnibust Pelayanan TeraTera Ulang 
ditetapkan dengan memperhatkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan. dan efektiritas pengendalian atas 
pelayanan tersebut 
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(2) Bierya sebageimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemelihersan, blaya bunga, dan bisya modal. 

(3) Dalam hal penetapdn tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besamnya Tarif 
' Retribusi Pelynan Teri/Tera Llang 

Pasal 73 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana 
tercanturn dslam Larnpiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah inl. 

Bagian Keduabelas 

Retribusl Pengendalian Menara Telekomunikasl 

Paragraf 1 

Nama, Objek, dan Subjek 
Retribusi Pengendaian Menara Telekom unikasf 

Pasal 74 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai 
perrbayaran atas jasa pemanfaatan ruang antuk menara teiekorunikasi. 

Pasat 75 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan rang untuk 
menara telekomunikasi dengan memperhatkan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan urrum 

Pasal 76 

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakar/menti jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekorunikasi 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
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' Pasat 77 

hingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengendalian lMnara Telekomunikasi diukur 

brdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian alas merara telekomunikasi 
rsebut. 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarf Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Paal 78 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarift Retribusi Pengendalian Menara 
Telekorunikasi ditetapkan dengen memperhatikan biaya frekuensi pengawasan dan 
pengendalian atas menara telekomunlikasi tersebut. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tari 
Retribusl Pengendahan Menara Telekomunikasi 

Pasal 79 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetaplan 
sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJ0P) yang digunakan sebagci 
dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi. 

BAE l 

WAJIB RETRIBUS! JASA UMUM 

Pasal 80 

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umurm 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 81 

Retribusi Jesa Umum dipungut di wilayah Daerah 
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8A8 V 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasa 82 

Saat Retribusi tertang adalah pada saat rterbitkannya SKRD atau SSRD. 

BAB VI 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran, 
Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan 

Paragraf t 

Tata Cara Pemungutar. 

Pasal 83 

(1 Retribusi dipungut dengan renggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen !ain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(3j Ketentusn lebih lanjul mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 
Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 84 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai 

(2) Pemt ayaran retribusi dilakukan di Kas 'mum Daerah ztau tempat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan SKRD 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasif 
penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah 
sclambat-ambatn;a 1 x 24 jan 

(4) 
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Paragraf 3 

Sanksi Administrasi 

Pasat 85 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waklunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi adminis tratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

Paragraf 4 

Tata Cara Penagihanr 

Paal 86 

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 didahului 
dengan Surat Teguran. 

(2) Pcngeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera. setelah 7 (tujuh) 
hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalara jangka waktu 15 (lima belas) hari katender setelah tanggal Surat Teguraal 
Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya 
yang tentang. 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Kedua 

Peranfaatan 

J ·  
(1 

(2) 

Pasal 87 

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk 
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelerggaraan pelayanan 
yang bersangkutan 

Ketentuan mengenai alokas. permanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetepkan dengan Peraturan Daerah 



Bagian Ketiga 

Keberatan 

Pasal 88 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberalan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunju atas SKRD atau dokuren lain yang dipersamakan 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggai SKRD diterbitkan, kecuafi jika Wajib Retribusi tertentu dapat men~njukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat diper:uhi karena keadaan di luar 
kekuasaan0nya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tdak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 89 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan alas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 
kcpastian hukum bagi Wajib Retrbusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 

diberi keputusan oleh Eupati 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apaoila jangka waktu sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati 
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan 

Pasal 90 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difitung sejak bulan 
pelunasan snmpai dengan diterbitkannya SKRDLB 
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BAB VII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 91 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi apat mengejukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati 

(2) Bupati dalam jangt:a waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pangembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimnana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan 
Bupeti tidak memberikan suatu keputusan, pernohonan pengerbelian 
pemoayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi leinnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasr tenebih dehutu utang Retriousi tersebut 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusu sebagaimana dimnaksud pada ayat 
(1) ditakukan dalam jangka waklo paling lama 2 (dua) butan sjak diterbitkannya 
SKPDLB tau SKRDLB 

(6) Jika pengembalian kelebihan pemnbayaran Retribusi didakukan setetah lewat 2 
(dua) bulan, Bupati memberik.an imbalan bunga sebesa 2% !dua persen) sebulan 
atas ketedambatan pembayaran kelebihan perbayaran Retnibust 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergembalian kclebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quatur dengan Peraturan Bupat 

BAB VIII 

KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 92 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelat 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retrbusi, kecual 
jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidans di bidang Retribusi 

(2) Kadatuwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika: 

(1) 

a. diterbitkan Surat Teguran, atau 
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b. ada pengakuan ulang Retribusi dari Wajb Retribusi, baikx langsung maupun 
tidak langsung. 

(3) Dalamn hal diterbitkan Surat Teguran sebagairana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, kdaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimeksud peda ayat 
(2) huruf b adalah Wajb Retcibusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belurn mnelunasinya kepada Pererintah Daerah, 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketatui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasat 93 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang 
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3} Ketentuan lebih taniut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupale 

BABIX 

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSf 

Pasat 94 

(1) Bupatidapat memberikan pengurangan atat pembebasan etribus:. 

(2y Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat 
adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan 

(3) embebasan Retribusi sebagairana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya 
kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat 
dibuktikan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan 
Retribusi diatur oleh Bupati. 
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BAB X 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 95 

(1) Bupati berwenang melaukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
tentang Retribusi Daerah.. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. mempedihatkan darlatau meminjamkan buku alau catatan, dokumen yang 
menladi dasamya dan dokurnen lain yang berhubungan dengan objek 
Retribui yang terutang 

b. mmberikar kesermnpatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perdu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperdukan 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

I 
I I  

I  
'  

() 

(2) 

BAB XI 

PENINJAUAN KEMBALI TAIF 
RETRIBUSI JASA UMUM 

Pasal 96 

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekal 

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimara dimaksud pada ayat !1 dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekoncie 

(3) Ketentuan lebih tanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimnana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 97 

(1) instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif.atas dasar 
pencapaian Kinerja tertentu. 
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(2) 

(3) 

zwrr 
Pemberian insentif sebagaimana dmaksud pada ayat (1) ditetapan melalui 

nggaran Pendapatan dan Belanija Daerah. 

Tata cara pemberian dan pemantaatan insentf sebagairmana dimnaksud pada ayat 
(1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku. 

BABXIII 

PENYIDIKAN 

Pasal 98 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipit tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retrbusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai deagan ketentuan peraturan perundang-undangan 

I 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencani, mengumpulkan, dan menetiti keterangan alau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang PRetntusi Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi tebih lengkap dan jelas 

b. meneliti, mencani, dan mengumpulk.an keteraugan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang ilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi Daerah, 

c meminta keterangan dan bahan bukh dan orang pnbadi atao Badan 
sehubungan dengan tundak pidana i bidang etnbust Daerah 

d. memeiksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindah 
pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan batan bukti pembukuan. 
pencztatan. dan dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhand2 bala" 
bukti tersebut, 

f meminta bantuan tenaga ahti dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribus: Daerah, 

9 menyuruh berhentr dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruan1gan 
alau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dar/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipeniksa sebagai 
tersangka aiau saksi, 

j menghentikan penyidikan; darn/atau 
k. melakukan tirdakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribasi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(4) Penyidik sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) merteritahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampakan hasit penyidikcannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidi pejabat Polisi Negara PRepublk indonesla, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalan Undang-Undang Hukum Acama Pidaa 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 99 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
Daerah diancam pidona kurungan paling lama 33 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

Pasat 100 

Denda sebagaimana dimaksud alam Pasal 99 merupakan penerimaan negara. 

BAB XV 

KE1ENTUAN PERALIHAN 

Pasal 101 

Pada saat Peraturan Daerah ini muiai betaku, Retutus» yang ma silt tcrutang berdasaran 
Peraturan Daerah tentang Rebus» Jasa Umum mash dapal drtagin selama jangka waktu 
5 (lira) tatun tertitung seyak saa! te:Lang 

8A8 XVI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 102 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan engenai Retnbusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesebelas Peraturan Daerah ini 
mulai berfau sejak tanggal 1 Januari 2012 

Pasal 103 

Dengan bedakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai 
pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertenlangan atau belum diganti 
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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Paa 104 

Pads saat Peraturan Daerah ini mulai berdaku: 

l 
,· 

! 

a 

b. 

c 

d. 

e. 

t 

9 

h 

i 

k 

I 

Peraturan Daera Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 
No;nor 5 Seri B) sebagaimana dliubah terakhir dengsn Peraturan Derah 

Knbupatea Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
TatuIn 2006 Nomor 18); 
Peroturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12.Tahon 2000 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 
12 Seri B) sebagaimana diubah teraktir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 
Nomor 18); 
Pereturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi 
Pelayanan PersampahanKebersihan (Lembaran Daerah kabupaten Lebak Tahun 
2000 Nomor 13 Seri B) sebagairnana diuban terakhir dengan Peraturan Daerah 
Katbupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2006 Nomor 18); 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Penyedoian Air KotorfTila dan pengolahan Limbah Tinja (Lembaran Daerat 
Kab~paten Lebak Tahun 2001 Nomor 681 Seri B); 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan {Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebat: Tahun 2002 Nomor 18 Seri C) sebagaimana diubah terakhit dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18; 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Iebak Tahun 2006 Nomor 7 Seri 
B); 

Peraluran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tabin 2007 tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2007 Nomor 2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tatun 2009 tentang Retribusi 
Penujuan Kendaraan emotor (Lembaran Da--ah Kabupaten Lebak Tahun 2009 
Noor 1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan 
dan Retribugi Pelayanan Kesehatan paa Rumah Sakit Umum Daerah Dr 
Adjidarm.o (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 7) sepanjang 
mengenai retribusinya, 
Keputusan Bupati Lebak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas-Puskesmas beserta Penetapan 
Tarifnya {Lcmbaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 23 Seri B ) ;  
Keputusan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta Penetapan Tarifnya 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten tebak Tahun 2000 Nomnor 20 Seri B ) ;  
Kepntusan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 
erungutan Retribusi Perggentian Biaya Cetak Peta beseda Penetapan Tariinya 
(tembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 200O Nomor 28 Seri B): 



m. Keputusan Bupall Lebak Nomot 7 Tahun 2001 tentang Pelakssnaan Permungutan 
Retribusi Pels yanan Peryedotan Air KolfTieja den Pengolatan Limbeh Tinja 
beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Deerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 

Nomor 62 Seri B); 

dicabut dan dinryatakan tidak beriaku. 

Pasal 105 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. 

Ditetapkan di Rangkasbitung 
Pada tar.ggal 18 November 2010 

BUPATT LEBAK, 

Cap/ttd. 

H. MULYADI JAYABAYA 

ngkasbitung 
mber 2010 

N EFFENDI 

ERAH KABUPATEN LE8AK TAHUN /0I NOMO 7 
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PENELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEAK 

NMOR T TAHUN 2010 
TENTANG 

FRETFRIEUSI JASA UMUM 

L UMUM 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
emerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisinsi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintatan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemnerintah Daerah berhak 
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi 
Daerah di daerah hars ditetapk.an dalam euatu Peraturan Daerah yang mengacu 
kepada ketentuan Unaang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat close list, bagi Retribusi masih 
dibuka pelang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalan Undang­ 
Undang tersebut dan Peraturan emerintah yang merupakan peraturan 
pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retriousi dengan 
Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi 
pelayanan dan perizin«an dai Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Eagi jasa tertentu yang disediakan al~u dibeiian olehi Feretinian ~aerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan 
epada orang atau badan yang menikmat pasa tersebut yang kemudian 
digolongkan pada Retribusi Jasa Umun 

Dari 14 (empat belas) penis Retribus Jasa Un dalam Un«dang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009, Pemenintah Daerah hanya mcungut 1 1  (sebelas) jenis Retribusi 
Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah imi Sedangkan 3 (tiga) jenis 
Retribusi Jasa Umum lainnya yaitu Retritusi Pelayanan Perakaman dan 
Pengabuan Mayat, Retribusi Pengo!ahan Limb»ah Cair, dan Retribusi Pelayanan 
Pendidikan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 

Ada 2 (dua) jenis Retribusi Jasa Umum baru yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemnadam Kebakaran dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang potensmya di wilayah Daerah cukup 
banyak 
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Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum masih torsebar dalam 
beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusl Jasa Umum diatur dalemn satu 
Pera\aran Deerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum 

dintegrasikan dalamn satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Jasa Umum. 

l. PASAL DEMI PASAL 

Pausal f 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasat 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasat7 

Cuk.up jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Paal 9 

Cuup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 1f 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya a0alah tempat yang dapat 
digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemetintah Daerah. 

Pasal 12 

Cukup ;clas. 
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Pasal 13 
Cukup Jelas. 

Pasa! 14 

Cukup jelas. 

Pasa! 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasl 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasat 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 
Cul:up jelas 

Pasal 26 
Cukup jetas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 
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Pasat 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cikup jelas. 

Pae al 3f 

Cukup jelas. 

Pasa 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasat 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cuup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Fasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukop jelas. 
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Pasal 45 

Cukup jelas. 

Paeal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas.. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasaf 5 
Yang dimaksud dengan "peta adalah peta yang dibuat oleh Pererintah Daersh, 
seperdi peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tetoatik, dan peta tektis 

(struktur). 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasat 53 
Cukup jelas. 

Pasai 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
1, Peta foto antara lain foto udara hasit olah kreast an ctra satelit, 
2 Peta dasar antara lain peta admrostas ewilayahan (contoh peta 

kecamatan Cibadak, Peta Kabupaten Lepak, Peta Dess Cilangkap) 
3. Peta tematik antara lain peta rencana pemanfaatan ruang, peta jalur 

transportasi, peta titik bedung, peta lingkungan hidup, dan peta zona 
pertambangan; 

4. Peta teknis antara lain peta kawasan, se plan, denahlandscap 

Paa 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 

Cukup jelas. 
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· Panal 59 

Cukup jelas. 

Pasat 60 
Cukup jelas 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pesa! 64 
Cukup jelas 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasa! 69 
Cukap jelas. 

Pasal70 
Cupe.es 

Past 74 
Cukup jelas 

Pasat 72 
Cukup jelas 

Pasal 73 

1 
Cukup jelas 

Pasal 74 
Cukupjelas 

I 
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Pasal 75 l 
Cukp jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasl 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cul:up jelas. 

Psat 80 
Cul up jelas. 

Pas.al 8t 
Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
C:!up ;elas 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasa} 87 
Caukop jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 
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Pasat gt 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasat 94 
Cutup jelas 

Pasal 85 
Cukup jelas 

Pasal 96 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayal (3) 
Oalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
pertu disesuaikan arena biaya penyeiaan layanan cukup besar dan/atau 
besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut. 
bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. 

Pasal 97 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah 

dias/badanMembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 
pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Ayat (2) 
Pemberdan besamya insenff dlakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang membidangi masalah keuargan 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pas3l 99 
Cukup jelas 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup ielas 
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Pa&al 102 
Cukup jelas. 

t 

Pasat 103 
Cukup jelas. 

Pasat 104 
Cukup jelas. 

Pasat 105 
Cukup jelas. 
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 
Nomor :7 Tahun 2010 
Tanggul : 18 November 2010 
Tentang : Retribusi Jasa Umum 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, 
PUSKESMAS KE!JLNG, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN 

DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 

No. Jenis Pelayanan Kesehatan Tant (p.) 

1 2 3 

I. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN 
1. Satu kali pelayanan kesehatan; 

Pemeriksaan dan pe,gobatan 
-- 

•- Kur an baru 3.000.00 
---- 

b. Ku an Ulang 
. .  3.000,00 

2 ! Pet gyanan_Kesehatan Gigi 
. ­  -  

---  
•- 

Biava Tambal Gigi 4.000,00 
Biaya Pencabutan Gigi ­ 

•• 4.000.,00, 
C Tindakan Gigi (embersihan Karang Gigi/Scalling, Insisi 5.000.00 

- 
Abses P!Up Capin) ..- - . -  -----­ 

II }{IAYA PER~4q - - - ­  -·---- 

.. 

I 1.  Biaya Perawatan_Umum_per hard 7.500.00 
···--- 

2 Biaya Rawat Gabung lbu dan Bayi per hari 10.000.00 .. 

III TINDAKAN MEDIK 

., ________ -- 

; t i  Biava Operasi recil 10.000.00 
2]Biava Penaobatan Luka: - 

. ! a Luka ta a Jahitan . .  7.500 00 

' b Luka engan Jah@tan 15.000. 00 
··-- .. ····----- .. -· 

3 Biava Pertolonnaan Persalinan 
' d. Persalinan oleh Dokter 15.000.00 

b. Persalinen oleh Bidan 10.000.00 
c Tindakan Ketidanan/Persatinan ( Curretage, Placenta 30.000.00 

Manual, Persalinan denqan Penvuli oleh Dokter/Bidar 
4. Biava Keluaraa Berencana (KB 

a. Suntik KB 5.000.00 

b. Pemasanaan/Fencalutan ( iolan/IUD ) 10.000.00 
5 Biava Tindakan Medis Perawatan 

a. Tindakan Medis (Lavement, Maagslang, Pemasangan 10.000.00 
cateter. Vena Section. Funasi Lumbal ) 

1 +  



b. 02Periam 
c. Tindakan lnfus 

5.000.00 
7.500,00 

I 

6. Biaya Tidt d UGD :  
a. Tidakan Medis ( perasangan infus, Ransel Veban, Intubasi, cateter ) 
b. Observes! 

10.000,00 
15.000.00 

7. Tndakan Bodah Minor: 

a. Penanganan Perdarahan ( Post Circumsisi, Ekstraksi 

Kilku luka�bakar dan Jain.lain l b. Pe Benda aleanum ) 
c. Circumsisi Khitan ) 

10.000,00 
1599.9 
25.000.00 

IV. PEMERIKSAAN KESEHATAN ! KEURING 
1. Pemeriksaan kesehatan umun (pelamar 

oekeriaan/CPNSCalon Mahasiswa) 
5.000,00 

2. Pemeriksaan kesehatan anak sekolah 3.000.00 

V PEMERRIKSAAN LABORATORIUM 

, Di tPTD Puskesmas ( Laboratorium Penun 

a. Haemat Darah : 
Medik ) 

1) Hb, Darah Rutin, Darat Le kap di 

2) Golonaan Darah 
3.000,00 

7.500.00 
b. Faeces/Tinia( Feces l Telur Cacina amuba dl 3.000 00 
c. Urinalisa/Air Seni: 

1) Urin Rutin/Le 3.000,00 
1.1? F?[es!ehemian ]500000 

d i  Sputum/Dahak; 
• Bast Tahan Asam(BTA) 10.000.00 

2 

..... ' . 
a 

Di UPTD LB~ATOR[UM KESEH~TAN DAERA 
Laboratorium Penuniang Diagnosa Medik 
iaemat fparat: 

' 

1) Darah Rutin / Darah Lenakap 
2 Golonaan Darah 
3) Haemoglobin 
4) Malaria/Filania 

25.000.00 
7. 500  00  
3.000.00 
3.000.00 

(Protein,Albumin, Globulin,Bi«rubin tota/Direct. SGOT/SGPT. 15.000,00 j 
Cholinesterase] 

Kimia Darah Funasi Hati I b. 

¢ Fungsi Ginjau(Ureum, Kreatinin, samn Ura!) _ 15.000,00j '  d _FunsiLemak(cholesterol Trigsiseridaipu~ij_ [2@@@o,@oj 
[_1e jp@vies(@para) . y  is@oo0@] 
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·-·-- 
t Urinalisa: 

1) Urin RutirLenokao - -·· 

-- 
3.000,00 

')\ Test Kehamitan 5.000.00 
3) Test Narkoba 40.000,00 

(Amphetamin/Mariyuana/Morphin/BenzodiazepinCocain) 

g lrunos i: 

1 Wdal 25.000.00 

2 HbgA 40.000.00 

3 Anti HIV ag 
4 100.00€ 

h. Mikr 

1) Pemeriksaan BTA 10.000.00 
2) Pewarnsan Gram 10.000 00 

• Leboratcrium Non F Medik 

a. Mike Sanitasi: 

1 Air Minumbersit 0ra an coli 20.000.00 
2) Air Minun/bersih an coli) 40.000,00 

3 Angka Lempeng Total ( ALT 40.000.00 
4) Pemenksaan Air Kolam Ren 50.000.00 
5) Lain-lain ( pemeriksaan usap dubur 40.000.,00 
perorangan/perusahaan, air 

limbahbadan air/coli b Kmia Kesehatan_Li an 1 Air minurn (0ra an 60.000,00 

- 
2 Air minum/bersih rusahaan (terbaias) 150.000.00 
3 Air Limbal 450.000.00 
4 Air Sadan!Air Sunaai/Air Laut 300.000.00 : 5 Air Kolam Renaq 150.000.00 
6 Cahaya Pertitik Fengambilan 60.000.00 

c Makanan dan Minuman ! 1. Makanan Miuman . ; 
. . 

@@ oo.0@] a Bakteri Makanan ( Salmoncla, Shiela, Vibro, E.coli) 
b Penqawet/pemanis, pewarna per parameter 50.000.00 .. 
C Kimia/Bakteri makanan per parameter 50.00000 

2 Cuka dan Garam 
a) Kadar Cuka 150.000.00 
b  kadar Garam 150.000,00 

-· 
' 

VI PENUNJANG DIAGNOSTIK MEOIK -. 
-  .  ---- --�:... 20 000.00 I 1 EKG 

-­ 

'-- 
2 -1...!::!.§_G _____ _ ___ .  

-  
... . 

. .  ·-- 
----- 25000.00_j 



,--------------------------, 

i ~GKTiyrvsF@Risi[guuycfll 
1 .  Ambulance per kilometer (disesuaikan dengan harga BBMiter 4.500,00 

yang_betatu 
2. Biaya ambulance terdekat minimal 5 km 

VIII. LAIN-LAIN 

1. Pemeriksaan kesehatan 
a. Visum et Re rtun 

b. Jemaah hajj Tal (Puskesmas 
c. Jeraah hail Tahap {I (Kabupaten) 

2. Buta warna 
3. TT calon penaantin (aket 2 kali/calon penaantin wanita) 

3UPATT LEBAK, 

Cap/td. 

H. MULYADI JAYA.BAYA 

22.500,00 

10.00000 

10.000.00 
20.00000 

5.000.00 

15.000.00 
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tAPIRAN PERA TURAN DAERAM KASUP A TEN LERA 

Nomor 'An 201 
Ta0ggad 18 ob 2010 

Tentang Reil J Lrrrn 

TARF LAYANAN EUN4NG 

25,00 
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-r·-00oo 
­ 

1o.0o00 
_1yo,0oo 

10.00o 

··- ---·····-·· - 

25,000 

ENIS PELAYAN 

7.1. 

7.2 

7 

No. 

---- --,-_. �\'\ull.,� -------- ...  
�'-··-· __ ,_,_�� ---·········-·-·· 

' - _ 3 2  wet(fwiwu4] 

- - - - s pon sor4 (9  
_  

_,Meenon(iw weun_----- . _ .  
--:::---- ·- ··-- ---·-·---�-----·· 
_2 _Peke-rep9gem! - - - - + ­  

Tak biinst · . - 4 - - - . , 500 , 00o  

'._ gwwot .. - . - .  
-l- 11_ Jeerfo__..' 

- -- - . . 2 Dgw peg  u ha  

-  2  ••• -- kwa Mobil �Id.lo! PloMsr • • • • •  --- -- 

.. Pl� ------ · · · · · · - - ·  

,- 

73 Kalas l 
74 Kalas are 100.,000 

8 Prusat Limb.aiii.i ft-kg 

8.1. V&lure Let.ah t 10kg 

8.2 Volure Limb«eh 11.204%0 

83 Volume Limnbeh 21 .3 
8.4 Volume Lmbh 31+40k 

85. Volure Lrbah 41-0 

8.6 Volume Lirbah 51.6044 

30,000 

15,000 

. - -  1- 10ooo  
7.500 

6,000 

5,000 

BU9AT LEBAK 

H MULYADI JAY'ABAYA 
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UAP«RAN I PEAT'URAN DAE RAH KABU PATEN LE8AK 

Nomor 7Tahu 2010 

Tenggal 1 Mvb 2010 
'erg fRetbu As. turn 

DAFTA YA#IF RE TRI8US! PEL4YANAN TERA/TERA ULANG 

No 

4 

A TUKUR. TA 
2 

T8ANG DAN PERLENOKAPANNYA 
3 

- -  -- 

bunt 2.500 

bush d 

bush 2.500 

buant 70001 
bush • 
bub 10.000 

buah 10 

bu 4.500 

bush 4,000 

bush 
• 

bu.ah 
• 

uah 35,000 

bunt 6 500 

but 50 

UKURAN PANJANG: 

Tu fi fib @uvcu@vi 

±S 
:t --�--------------+-Ecc-+-- 

1. 

5 uKuRiiuiG beGiv ~ur if~@ ic~~vrtfT£Ry: ban zoo] ' ]Al.AT �!"�V�� �EP-',1U".M� ����C\/�:ti�uo.E �. - .. � :.-.=��---==---. ··-� I 
E r p =  

a  Snow 0e09aw2 - maw 2.oo 
t Let«hdar24 saroau25L - .  bunt  50uO 

Ic Lobo 0an2L . . - - - . - - - - - -. . ,  bush  100oo 

, 

5 
__ ,, _ _  ----- 

­ 

160 
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L.Jirjis#bit 
}_..--.4.1Swrpeideogan 900.4, --. 
.---...2)Ubh den 5o0.4. hitung sob 
i . . - - - -  )50oil portamng_ 

. -  . , b ) Solt ow  tun  so0  i.  swpai  dengan 1.000 it. +tap kt 
-- - . 4 , _ 9 Sowbehoy  dad  1  000  kl. sacppi dngan 2 .000 k. la kt 

d) Salothoya dni 2.000 L tarpai nan 10 000, we/leap 
- - - -  e)Sithny an 10.000 kl s@pa den9an, 20.000 iL. up kL 

---u.9Solt#ya a 20.000 , etiep kt, 

..1eopin-oegian gen t, oriong sol_ 

bun 500,000 

buah 500 000 

bust' 500 

buah 250 

bu.alt 10 
b 10 

lat 75 

E fag is@is i iigj@ y vow iint soar. por 

dlnkapal --·---··- 
nKapastas Sacpew oaogan.£c 

} 3).en4mi94tung.so 
)50peMnM 
b) Seliebnyua_di oisowes nqan75. d 
c) rans@wooed zganyooet, 
) Selebnya a 100 sar ii engan_250.soot 
e) Si@tr n 2ut $a1 ioeno25is«t. ii 

Selebh ui 50o_.sapi .gs pooi sets KL 

d6, 1.000L. 4 KL 

Baaian-bat dart kL, ditituna $tu e! 

1.000,000 

1,000.000 

$00 

100,000 

10c,000 

10,000 

1,000.,000 

i,00~boo 
5,000 
2,500 

1,500 

1 0E  

750 

500 

< i e  
LFMBARAN I~RAH KABUA TEN LEBAK TAHUN 2O10 NOMOR 7 

BUPATILEBAK, 

H. AMULYADI JAYABAYA 
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